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SUMMARY 
 
 

Nowadays, the main function of regional representatives council is 
formulating local regulation and followed by budgeting and supervisory functions. 
However, the formulation of local regulation as the main function and the supervisory 
function as the ultimate function of this regional representative council is against 
unitary state principle adopted by Indonesia. Indeed, there is only one legislative 
assembly in the central level and there is no legislative assembly in the regional level 
in a unitary state. Even if there is such delegation of authority from the central to the 
regions, it is only about governmental affairs but it is never about legislature nor 
judicial affairs. 

This dissertation aims at finding the rationality to assign supervisory function 
as the main function of regional representative council based on unitary state 
principle adopted by Indonesia. There are three research problems in this dissertation, 
they are : (1) the supervisory function philosophy of regional representative council 
in local governance, (2) the legal principles of supervisory function of the regional 
representative cuncil, (3) the legal arrangemet of supervisory function of regional 
representative council in the next future. 

The philosophy of strengthening supervisory function of the regional 
representative function is the philosophy of unitary state. In this state, there is only 
one legislative assembly in the central level and there is no legislative assembly in the 
regional level. Hence, it is not appropriate to put legislature function (local regulation 
formulation) as the main function of the regional representative council. Even if there 
is such delegation of authority from the central to the regions, it is only about 
executive authority but it is never about legislature nor judicial affairs. Besides, the 
strengthening of supervisory function is based on at least four main reasons; firstly, 
according to philosopher Jhon Stuart Mill, the main function of representative council 
is to conduct supervisory. Secondly, the daily routines function of representative 
council is supervisory function, not formulating local regulation function nor 
budgeting function. Thirdly, regional representative council is the conductor of local 
governance along with the local government. Therefore, regional representative 
council is actually the executive assembly. The true function of the executive is to run 
the rules not to make the rules eventhough it has competences to do so.  

Fourthly,Article 14 of Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of 
legislation has defined the limits of local regulations made by the local government is 
only about local regulations in connection with implementation of regional autonomy 
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and duty of assistance and to accommodate special local conditions and / or further 
elaboration of higher legislation. The idea of strengthening the supervisory function 
as the main function will not abolish the function of formulating local regulation but 
it will only put the supervisory function as the main function of regional 
representative council.     

The main legal priciple underlying supervisory function of regional 
representative council is legal principle which should be mutual monitoring and 
balancing each other (checks and balances). The rule of law implies that supervisory 
authority of regional representative council must be based on law and carried out 
according to the procedure and limitation specified by law.  

The surveilance of regional representative council cannot be done unfairly and 
arbitrarily but it should be done within the framework of apllied law. The mutual 
monitoring and balancing of the law principle means that the regional representative 
council and the local government have the equal position. In conduncting the 
supervisory function, the regional representative council does not mean more superior 
than the local government because the local government also does supervisory over 
the regional representative council. In short, they are monitoring and balancing each 
other. 

The legal arrangement of supervisory function of regional representative 
council in conducting local governance in the future comprises: reinforcement or 
placement of supervisory function as the main function of regional representative 
council, regulation about regional representative council as the joint local governance 
administrator rather than become the component of local government, setting the 
scope of public complaints in parliament, and the elimination of special crime 
towards termination reasons of legislative members from their position. 
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RINGKASAN 
 
 

Fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat ini adalah fungsi 
pembentukan peraturan daerah yang dilanjutkan pada fungsi anggaran dan fungsi 
pengawasan. Penempatan fungsi pembentukan peraturan daerah sebagai fungsi utama 
dan fungsi pengawasan sebagai fungsi akhir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
bertentangan dengan prinsip negara kesatuan yang dianut oleh negara Indonesia. 
Dalam negara kesatuan hanya mengenal satu badan legislatif pada tingkat pusat dan 
tidak mengenal badan legislatif tingkat daerah. Jika pada negara kesatuan dapat 
terjadi pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah maka itu hanya terjadi pada 
urusan pemerintahan dan tidak pada urusan legislasi maupun yudisial. 

Disertasi itu mencari rasionalitas untuk menempatkan fungsi pengawasan 
sebagai fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan prinsip negara 
kesatuan yang dianut oleh Indonesia. Untuk menemukan rasionalitas itu, disertasi ini 
menetapkan tiga rumusan masalah, yaitu: (1) filosofi fungsi pengawasan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) prinsip 
hukum fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan (3) pengaturan 
hukum fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada masa mendatang. 

Filosofi penguatan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
adalah filosofi negara kesatuan. Dalam negara kesatuan hanya ada satu badan 
legislatif pusat dan tidak mengenal badan legislatif daerah sehingga tidak tepat kalau 
fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah fungsi legislasi (pembentukan 
peraturan daerah) Kalaupun di negara kesatuan itu dapat dilakukan penyerahan 
kewenangan dari pusat kepada daerah maka itu hanya terjadi dalam hal kewenangan 
eksekutif, bukan kewenangan legislatif dan yudisial. Di samping itu, penguatan 
fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan empat alasan 
pokok. Pertama, pandangan filosof John Stuart Mill yang menyatakan bahwa fungsi 
pokok badan perwakilan adalah melakukan pengawasan. Kedua, fungsi rutin sehari-
hari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah fungsi pengawasan bukan fungsi 
pembentukan peraturan daerah maupun fungsi anggaran. Ketiga, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah bersama pemerintah 
daerah dan oleh sebab itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesungguhnya adalah 
badan eksekutif. Fungsi hakiki dari badan eksekutif adalah melaksanakan peraturan 
bukan membuat peraturan meskipun badan eksekutif memiliki kompetensi membuat 
peraturan. Keempat, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menentukan batasan dibuatnya 
peraturan daerah oleh pemerintah daerah yaitu peraturan daerah berisi materi muatan 
dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta 
menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi. Ide penguatan fungsi pengawasan sebagai 
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fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak menghapuskan fungsi 
pembentukan peraturan daerah tetapi hanya tidak menempatkan fungsi pembentukan 
peraturan daerah sebagai fungsi utama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Prinsip hukum utama yang melandasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah adalah prinsip negara hukum dan prinsip hukum saling mengawasi 
dan mengimbangi (checks and balances). Prinsip negara hukum mengandung 
pengertian bahwa kewenangan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus 
bersumber pada hukum dan dilaksanakan menurut tata cara dan batas-batas yang 
telah ditentukan oleh hukum. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak 
dapat dilakukan secara semena-mena dan sewenang-wenang akan tetapi dilakukan 
dalam kerangka hukum yang berlaku. Prinsip hukum saling mengawasi dan 
mengimbangi (checks and balances) mengandung pengertian bahwa dalam 
melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah tetapi tidak berarti 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih superior atau berkedudukan lebih tinggi 
dibandingkan dengan pemerintah daerah oleh karena pemerintah daerah pun 
mengawasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi, saling mengawasi dan 
mengimbangi (check and balance). 

Pengaturan hukum fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa mendatang (ius 
constituendum) meliputi: penguatan atau penempatan fungsi pengawasan sebagai 
fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengaturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama pemerintah 
daerah bukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, pengaturan ruang 
lingkup pengaduan masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 
penghapusan tindak pidana khusus alasan penghentian anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dari jabatannya.  
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ABSTRACT 
 

Controlling Function of Regional Representative Council in Local Governance 
Administration 

 
The essence of this dissertation is to seek rationality to put supervisory function as the 
main function of regional representative council rather as local regulation formulation 
function. There are four reasons underlying this idea; firstly, according to philosopher 
Jhon Stuart Mill, the main function of representative council is to conduct 
supervisory. Secondly, the daily routines function of representative council is 
supervisory function, not formulating local regulation function nor budgeting 
function. Thirdly, regional representative council is the conductor of local governance 
along with the local government. Therefore, regional representative council is 
actually the executive assembly. The true function of the executive is to run the rules 
not to make the rules eventhough it has competences to do so. Fourthly,Article 14 of 
Law Number 12/2011 on the Establishment of Legislation has defined the limits of 
local regulations made by the local government is only about local regulations in 
connection with implementation of regional autonomy and duty of assistance and to 
accommodate special local conditions and/or further elaboration of higher legislation. 
 
Key words: Local Governance, Regional Representative Council, Supevisory. 
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